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Artinya:  Dari Abu Hurairah r.a, berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam telah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima
suap dalam masalah hukum.” [HR, at-Tirmidzi No Hadits 1351]
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ABSTRAK

Menurut Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 jo. UU. I26 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikgaathahwa setiap gratifikasi
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negarggdia pemberian suap, apabila
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawaeaganl kewajiban atau
tugasnya. Namun, menurut Pasal 12 C UU No 20 TaQ0l gratifikasi tidak
dianggap sebagai suap jika penerima melaporkaifilggmat yang diterimanya kepada
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPKHingdambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak gratifikasi diterima.

Permasalahan yang diteliti adalah: (1) Apa ldiatakang penghapusan
pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasg yaalaporkan diri kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalamalPB3 C Undang-Undang
No0.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi? (2) Bagaiakah perspektif hukum
pidana Islam terhadap gratifikasi dan penghapusaanp bagi pejabat negara
penerima gratifikasi yang melaporkan diri kepadamk& Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (KPK) dalam Pasal 12 C Undang-Undém@0/2001 tentang Tindak
Pidana Korupsi?

Metodologi penelitian yang digunakan ialah: (1gknid penelitian
literatur/kepustakaanlibrary research) atau penelitian hukum doktrinatigctrinal
research), atau dinamakan penelitian hukum doktrinal, yadumtu penelitian hukum
yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atkimind hukum positif yang
berlaku. (2) Sumber data: d@ata primer, merupakan literatur yang langsung
berhubungan dengan permasalapanulisan yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 C. b. Data
sekunder, yaitu sumber data yang berupa buku-bukjglah atau artikel-artikel yang
dapat mendukung penulisan skripsi. i(B) Metode analisis data yang digunakan
antara lain: a. Metodaleskriptif-analitis, yakni dengan cara menguraikan dan
menganalisis data yang diteliti dengan untuk keaudiiperoleh suatu kesimpulan. b.
Metodecontent analisis (analisis isi) melalui proses mengkaji data yaitglid dan c.
Metode komparasi, yakni mengkomparasikan ketentgiatifikasi dalam hukum
positif dan hukum Islam.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Pemgisan Pidana bagi
Pejabat Negara Penerima Gratifikasi yang melaporkin kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) padal R2s& UU 20/2001 berarti
penghapusan sifat melawan hukum materiil berwujuasgdur administrasi ketika
melapor di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KarliPK). (2) Perspektif
Hukum Islam terhadap Gratifikasi dan Penghapusatara bagi Pejabat Negara
Penerima Gratifikasi berpijak pada kaidah ushulipahwajalb al-masholih wa dar
al-mafasid atau mengambil kemanfaatan atau mashlahat danlakesegala mafsadat
atau kerusakan/kemadlaratan menjadi dasar patadamabpenerima gratifikasi yang
melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KRKyina mengambil manfaat,
yakni agar tidak menimbulkan perbuatan korupsi giatifikasi yang lebih besar lagi
dan merugikan negara.
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